SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara telah
mendapatkan  rekomendasi berdasarkan Surat
Gubernur Bengkulu Nomor 060 /1723 /B.5/2022
tanggal 06 September 2022 perihal Rekomendasi
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Utara;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 avat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55)
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56}, dan
Undang-Undang Darurat Nomor © Tahun 1956
{Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I termasuk Kota Praja,
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera
Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S606);
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nemor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);



9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 826 Tahun
2021);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018
Nomor ... |;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perlindungan, Pencegahan dan
Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2015 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DINAS PEMBERYAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Deerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara.

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kabupaten Bengkulu Utara.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Kabupaten Bengkulu Utara.



7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi vang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkuilu Utara Kelas A

8. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Utara.

9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyvarakat.

10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
tertentu dalam rangka mendukung pelaksanakan tugas organisasi
mmduknya.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Ferlindungan Perempuan dan Anak
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bengkulu Utara

12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala UPTD
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
a. Kepala UPTD;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu: dan
d. Pelaksana.

(2) Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD



(1)

(2)

Ke
a.

b.

B

(1)

(2)

Pasal 5

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam
menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang
mengalami masalah kekerasan, diskrimina i, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya.

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan
penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak:

b. menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak:

€. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam

lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;

. melaksanakan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;

f. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala untuk menjamin
pelaksanaan tugas sesuai sesuai rencana; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan
fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,

1]

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

pala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas :

melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi
umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan
dalam lingkup UPTD:

mengelola urusan surat menvurat, kearsipan, hubungan masyarakat,
dokumentasi dan perpustakaan;

mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur kegiatan
UPTD;

melaksanakan pencatatan data korban;

mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
di lingkungan UPTD: dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlian.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas.



(3) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan
perundang-undangan.

- Kelompok jabatan Konselor Psikologi /Hukum:;

a

b. Kelompok jabatan Mediator:

¢. Pengadministrasi Umum;

d. Pengemudi;

e. Penjaga keamanan: dan

f. Penjaga asrama.
BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1} Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD

Perlindungan Perempuan dan Anak wajtb:

a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja
sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan,
membina serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

c. melaksanakan sistem pengendalian internal;

d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan

€. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{2} Pimpinan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:

&. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan
kesehatan lainnya;

b. balai pemasyarakatan;

c. kepolisian sektor, kepolisian resort dan kepolisian daerah;

d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;

e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;

f. kantor wilayah Kementerian Agama,

g kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

h. lembaga Pembinaan Khusus Anak;

i. lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: dan

j. institusi lainnya.



BAB V|
PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 10
Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V1I
JABATAN DAN ESELON

Pasal 11

(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangsal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara.

Ditetapkan di Arga Makmiir
pada tanggal 24 Okiober 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd
MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 Oktober 2022
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd
FITRIYANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan Sesuai Denga Aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

/-

DES SIBORO,S.H
Penata Tk. I (111/d)
NIP. 197001102010011003




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BENGKULU UTARA.,

STRUKTUR QRGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU

KEPALA SUB BAGIAN

TATA USAHA

PENGADMINISTRASL
UMUM

g — —
PENJAGA
KEAMANAN
KONSELOR PENJAGA MEDIATOR
ASRAMA

(PSIKOLOGIS/HUKUM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Betdakab. Bengkulu Utara

A~

Penata Tk. I (IT1/d)
NIP. 197001102010011003

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN

PENGEMUDI '
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